BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR S TAHUN 2018

' TENTANG

Dmmmmnm nmmmumm USUL DAN

Menimbang

Mengingat

mnmu LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHI_&T TUHAN YANG MAHA ESA

B‘Di’&'l‘l BOMBANA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)

Peraturan Pﬂmmntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4339);

. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

A Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 | Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan, Lem Negara Republik Indonesia Nomor
5679); ?




Menetapkan

Dalam P'eratumn

. Peraturan Pﬁhlerhltah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, ’I‘nmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran
Negara chubii_k Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2091);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 158);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
. tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1037).
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG DAFTAR
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

. BABI
KETENTUAN UMUM

| ' pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bumhana

Bupati ini yangdlmaksud dengan : /




§ ot

10.

11,

12.

13.

Pemenntap ba.cmh adalah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah D&erah dan Dew&n Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dhrJ tugas pemhanftuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam siat&m dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagﬂ.imahﬂ dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. |

Bupati ada,lah Bupati Bombana.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.,

Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kmj kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pehmpahap |kewenanga.n pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi da.crah dan penyelenggaraan tugas umum
pemenntahafl

Desa &da]ah| desa dan des& adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, ‘adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemenntahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa maﬁyar&k&t hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan d1hurm4t1 dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.| |

Pemenntaha.ﬁl Desa adalah pcnytleng@mn urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan ublik Indmmsiai.:

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu _' gkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Kepala De*a uada.la.h pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kﬁrWﬂ_;lban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaks tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Perm syawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD
adalah 1enibq|;ga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan Walﬂl dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan d]t:tapksm secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badqn Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk meq"ye ti hal yang bersifat strategis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh kepva,la dea& setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Pennusyav?a.ﬂatan Desa, chain.u keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mnng:kat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Pcmbcrdayaan Masyarakat Desa adalah wupaya mengembangkan
kf:mandjnan dan kesejahtera.an masyarakata dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaaﬁ:kan, sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa. /* i




i
|
14. Kewenangan
kewenangan

Desa adalah kewen&ngan yang dimiliki desa meliputi
berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala

desa, kcwi:n.smgan yang ditlijsaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan
oleh pcmérintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah

sesuai den;
15. Kewen&ng@nl

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan

mengurus | l#epennngan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh
desa atau;(;:ampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul

karena per

|
!|
1
|‘
|‘

|

bangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

. BABI
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud j:e*:apkann}ra Peratt.u'an Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi

Pemerin

Usul dan Ke
(2) Tujuan di

kepastian h

esa dalam menetapkan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

enangan Lokal Berskala Desa.

pkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
dalam penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kchenangan Lokal Bcraka.la Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Kewenangan

rdasarkan Hak Asal Usul;

b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;

3% Mekanismd
d. Peuyusunm

| nyelenggaraan Kewenangan Desa;

atuan Desa; dan

B, Pembmaan, Monitoring dan E}valuam

1
|
|
|

(1) Rincian kewes
a. pembinaar
b. pengelolaa

c. pengembar

BAB IV

| KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

nangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:
1 kelembagaan masyarakat;
n tanah kas Desa; dan

ngan peran masyarakat Desa.

(2) Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul antara lain:
a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;

b. sesuai per

c. sesuai ;:T'u

1
|
|
|
i
|

kembangan masyarakat; dan
1sip Negara Kesatuan Republik Indonesia. w




i
(3) Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)
terpisahkan d

tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak

ari Peraturan Bupati ini.

. BABV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

(1) Rincian ke{\rehangan lokal bmkala Desa meliputi:

pembangunan Desa;
kemasyarakatan; dan
masyarakat.

(2) Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa antara lain:

sesuai
telah diji

muncul |
pmgrmn a

opoop

(3)

Da.ﬁar chtnpn

l-mpﬁ'ntingan masyarakat Desa;

oleh Desa;

mampu i EJn efektif dijalankan oleh Desa;

na perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;dan
u kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
gan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peratur

Bupati ini.
|

BAB VI

ME#&NISME PENYELﬁZNGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pemerintah [
kewenangai.n
Berdasarkan
pada ayat (
Pemerintah
Berdasarkan

(1)

(2)

(3)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian
hak asal-usul dan skala lokal desa kepada Desa.

hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud
1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan
-kewenangan yang akan dilaksanakan,

Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai

dengan s;tpa|a1, kondisi, dan kebutuhan lokal.

(4
berdasarkan

Penataan Kewenan

Penetapa.n Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

hasil pembahasnn dan kesepakatan musyawarah Desa.
Pasal 7

gan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskald Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pe:mﬂthn

dalam Pﬂmturan Bupati i mz,

|
J

jenis kewenangan berda

3371 daftar yang telah ditetapkan




(1)

(2)

(3)

(4)

i
!
|

b. penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan
penyebarlu Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa:

evaluasi Peraturan Desa; |

klarifikasi Peraturan Desa; dan

e. pelaksanpah

I
i
1
|
I

B 0

i Baglan Kedua
é Pemilihan Jenis Kewenangan
|

Pasal 8
Pemilihan Kewenangan Desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa
yang disele:igamkan oleh BPD dan dihadiri dari unsur Pemerintah Desa,
BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.

Hasil keputha#n Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD
dan perwakilan peserta Musyawarah Desa.

Keputusan haFﬂ musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan
Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Format berita acara dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan a)|fat (3) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terp:sdhkan dari Feratura.n Bupati ini.

Bag:an Ketiga

Penyusunan,é?emhahasan, Pem;tap&n, Pengundangan dan Penyebarluasan

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

()

. Pasal 9

Pemerintah = Desa menyusun: rancangan Peraturan Desa berdasarkan
keputusan hapﬂ Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2). |

Rancangan raturan Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada
masyarakat Desa dan Camat untuk mendapatkan masukan.

BPD mﬁnmﬂung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dalam
rangka memﬂrstlkan keputug&n hasil Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud aﬁa.m Pasal 8 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan
rancangan rptl.lran Desa. |

Rancangan | Per&turan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana
dimaksud ﬁ&dla ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD
untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan Pe|ratumn Desa yang telah disepakati bersama oleh BPD dan
Kepala Desa dlsampmkan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk
ditetapkan me jadi Peraturan Desa.

Penyampmap cangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(S) dﬂakukah alam jangka waktu paimg lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal
kesepekatan ;




|
|
i I
{ !

(7) Kepala Dejha menetapkan rancangan Peraturan Desa sebagaimana

dimaksud [éacia ayat (6) menjadi Peraturan Desa paling lama 15 (lima
belas) hari *.sejak diten‘manyq.- rancangan Peraturan Desa dari pimpinan
BPD.

(8) Sekretaris E)eya mengundangkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dalam Lembaran Desa.

(9) Penyebarlua’;se*n dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan
rencana wyusunan Rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan
Peraturan \Desa, pembahamn Rancangan Peraturan Desa, hingga
Pengundan 1 Peraturan Dea&

(10) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan untuk

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(8)

memhen}mﬁ informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan
para pemﬂn'lgku kepentingan. |

Baglan Keempat
Evaluasi

Pasal 10

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan
organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala
Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui
camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk
dievaluasi. | !
Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu,
Peraturan ﬁh‘.#ﬂ tersebut berlaku dengan sendirinya.

Hasil mralgmsl rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh)
hari  kerja | terhitung 3&4&1{ diterimanya  rancangan Peraturan
tersebut oleh Bupati.

Dalam hal | Bupati telah membenkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Kepala ! mcmpefbaik:i rancangan Peraturan Desa
sebagaimana ud dalam ayat (4) paling lama 20 (dua puluh)

hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk mernperbaiki
rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Hasil knre_]xj dan hndaldanjut disampaikan Kepala Desa
kepada Bupati melalui camat.

Dalam hal t[{epala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi
sebagaimana Hlmaksud dalam ayat (5), dan tetap menetapkan menjadi
Peraturan Deéa Bupati memf:‘ataﬂcan Peraturan Desa dengan Keputusan
Bupati. .




(1)

(2)

(3)

(4)

&)

(6)

(7)

(1)

(2)

Bagian Kelima
e Klarifikasi

| Pasal 11

Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (8) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama
7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

Bupati meld,ktpkan klarifikasi Peraturan Desa paling lama 30 (tiga puluh)

hari sejak diterima.

Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati

dapat membentuk tim klanﬁkasl Peraturan Desa atau mendelegasikan

kepada Camatl

Hasil klanﬁl-;:agu scbagaimana dlmaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum,
kesusﬂngn dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tm ; dan

b. hasil i i yang hartentangan dengan kepentingan umum,
kesumla.gn dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang
lebih ti

Dalam hal ﬁaml klarifikasi acb!nmana dimaksud pada ayat (4) Peraturan

Desa tidak l:ic#tentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau

ketentuan i)ci-aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati

menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah
sesuai. | :

Dalam hal| hasil Kklarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

bertentangan | dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupa
mernbatalkan q*eraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Pemerintah | yang masih memberlakukan Peraturan Desa yang

dibatalkan t:ulI Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai

sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
" Bagian Keenam
Pelaksanaan

IPasallZ

Peraturan l::qe tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul
dan chcnam Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk
mengatur dan ‘melaksanakan pembangunan dan anggaran Desa melalui
penyusunan Rencana Pembanp.man Jangka Menengah Desa (RPJMDesa),
Rencana Ke:_;ja| Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa).

Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan
dilakukan oleh Pemerintah dengan mengikuti ketentuan Peraturan

Perundang-undangan. %(

i L — e




(3) Ruang lingkyip
realisasi pe
tingkat pen
sumber da:
sarana dan

s ROOTEP

pelaksanaan meliputi:
laksanaan;
capaian;

1 jumlah anggaran yang digunakan;

prasarana; dan

permasalahan yang mhadapl serta penyelesaiannya.

' BAB VII

'T TA CARA PENYUBUNAN PERATURAN DESA

i

:Paaa.ll?’

(1) Sebagai pelakﬂanaan ketentunn Pasal 12 Pemenntah Desa menyiapkan

Rancangan

Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa.

(2) Rancangan | Pémtumn Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas
bersama dcngan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.

(3) Rancangan Peu'aturan Desa aebagaunana dimaksud pada ayat (2) wajib

dievaluasi ulph

Bupati.

(4) Peraturan Dpsa yang telah d_m!aluam oleh Bupati ditetapkan sesuai dengan

PEMBIN

|
|
H
|

(1) Bupati mclal-n

mdangmndangq_n

' BAB VIII
AAN, MommRiNG, EVALUASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 14

1ikan pembmaah dan pengawasan terhadap penataan dan

pelaksanaan lfcwcnangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Ecrskalﬂ
(2) Pembinaan ac
a. pcmbenam

b. fasilitasi dan

c. penmgkatmﬁ
d. monitoring
e, duk‘tmgan

Desa.
imana dmmksud pada ayat (1), melalui:
doman;
koordinasi;
kapasitas apa.ra:t_tur Pemerintah Desa;
evaluasi; dan
2knis administrasi.

(3) Dalam mela.ksanakan pembmaan dan pengawasan terhadap penataan dan

pclaksanaar; kewenangan Desa Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas
kepada Camat,
| Pasal 15
(1) Pemb:ayaaﬂ bagi pclaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta

sosialisasi kewenangan desa menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah. .

(2) Pembiayaan
penyusunan P

|

|
i

bagi proses E@pfsin!iaaai, pembuatan
eraturan Desa dibebankan pada APBDe

e




Peraturan Bupd.tt

. BABIX
KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 16

uumulmberlakupadatanmaldmndangkan

Agar setiap ura.ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

i s deng!an Peﬂﬂmpﬂtﬂﬂn}fﬁ dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
.- I Ditetapkan di Rumbia
: " da tan i 2018
PARAF [KOORDINASI | P ggal, 3 Dgseuywr
UNT/SATUAN KERJA | PARAF| | BUPATL BO

“.~E.|:. wine =S

H. TAFDIL

Diundangkan di/Ry

=

/

ambia

pada tanggal,

b Pecemtber 2018

SEKRETARIS W KABUPATEN BOMBANA,

HS. NOY
ATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR $S.

10




LAMPIRANI | : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR | : s¢  TAHUN 2018
TANGGAL | | : 3 Dgseweer 2018
TENTANG | : DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL

USUL DAN mmmm LOKAL BERSKALA DESA

mmmm&mnmmmmum

A. Pembinaan I{elbmbagaan Masyarakat meliputi:
1. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa:
2. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaaan pos pelayanan
terpadu; | |
3. Pembinaan kelembagaan maayarakat adat;
4. Pembmam lestarian kelompok seni tradisional;
5. Kewenangan lain sesuai kondisi Desa.
B. Pengelolaan*'l‘qnah Kas Desa mehput.l
¥ Penyrlcnﬁa{raan administrasi pengelolaan tanah kas desa termasuk
bengkok yang dikuasai Desa atas nama Pemerintah Desa;
2. pemanfaatan tanah kas desa;
3. Kewenangan lain sesuai kondisi Desa.
C. pengembangan peran masyarakat Desa meliputi:
. Pelestarian adat dan budaya di Desa;
Felestana_n kesenian;
Peiestanan i:uda:,ra gntong—myo ;

Bersih
Kewenan la.l.n sesuai kondisi Desa.

BUPATI BO A,

Nh W

PARAF . h: JHDINASE )

w [4S sajzhi*.. RIA| P
—

A-ﬁ.cfmz ]

NO

G R g L ] N e
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LAMPIRANIT | PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR | oC TAHUN 2018
TANGGAL J, 3 Desemeer 2018
TENTANG ; DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL
| USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
njul'rm KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
A. Bidang Penyelet Pemerintahan Desa:

; 3

i ok

11

19.

20.
21,

22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29,
30.
31.
32.
33.
34.

Penetapan dqm penegasan batas Desa;

Fengcmbah sistem administrasi dan informasi Desa;

Pengemhangpn tata ruang dan peta sosial Desa;

Pendataan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;

P'endataaﬂ nduduk yang bekﬂja pada sektor pertanian dan sektor non
pertanian;|

Fendataad prenduduk mcnurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan
kerja, pencari kerja, dan hngkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan
dan statusl kerjaan;

- Pendataa.q nduduk yang b&km]a di luar negeri;
. Penetapan or
: Fﬁmbcntu}ca.h Badan Permusyawaratan Desa;
10.
. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
12. |
13.
14,
15.
16.
17.
18.

isasi Pemerintah Desa;
Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa;

Penyuauna.n APBDesa; |
Pembentukan Peraturan di Desa;
Sosialisasi berbagai Peraturan tingkat Desa;
Pcmhcnarg Lzhn penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
Pendataari pptenm Desa: ' |
Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik,
rawarn pahgaLn, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar
biasa mnyé dalam skala Desa;
Penctapan ]:Jos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan
kcbutuhan kondisi suslal masyarakat Desa;
Penyelengg Pemilihan Iﬁﬁepala Desa;
Fenmgkatan kapasitas  paratur Pemerintahan dan lembaga
kemasyﬂmkatan Desa;
Pemhenmkan lembaga kemasyarakatan Desa;
Pengelalam uangan Desa;
Pengelalaa;n ngutan Desa }:*ang non administrasi;
Pengelolaan h.aet Desa; j
Fcnyelcngga{aan Administrasi dan Arsip Desa;
Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
Pengelolaan sistem informasi Desa;
Pemberian rekomendasi; :
Pengembail hasil-hasil industri Desa;
Pela]ranan% istrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
Fenmntaufm kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa;
Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;

12




35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42,
43.

i

Penyusunan profil Desa;
Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin;

Pcngadaan dFm pengelolaan Perpustakaan Desa;
Faﬂﬂltaslfpe yebarluasan informasi bursa tenaga kerja;

Fas:htam;‘p: yelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
Fasilitasi/perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
Pembentu]:an tim keamanan Desa;

Pemberian Lﬁn hajatan dan keramaian skala Desa; dan
Kewenangimllam sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

B. Bidang Felak'sa.paan Pembangunan Desa
1. Pelayanan Dasar Desa;

a.

b.

C.

pengeni gan Pos Kesehatan Desa dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

di Desa atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
Peﬂgﬁmt£gan kcachatan Desa;

pengelalaan dan pembinaan Posyandu melalui:

1) layanan gizi untuk Balita;

2) pemeriksaan ibu hamil;

3) pcmbeban makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan;

4) peny an kesehatan;
5) kan hidup bersih dan sehat;
6) penimbangan bayi;

7) randu lanjut usia; |
8) pendampingan ibu hamil dengan resiko tinggi (resti);
9) Pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM); dan

10) Fasilitasi kemitraan Bidan.

™0

=

TOBECFTTE

g <o

. fasilitasi

pembiriaqn dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;

fasilitasi sunatan massal;

penmnm dan peno:gl__lhan penyalahgunaan Narkotika, zat adiktif,
dan min keras di Desa;

p-cnylﬂuhfm sederhana téntang penyakit menular dan penyakit tidak
men

Pelaksan . Penyuluhan tentang keluarga berencana;

Pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana;

pengela dana sehat; |

pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);

pengadhap sarana kesehatan tingkat Desa;

. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;

fa.s:hta%x ﬁenyclmggaraan Desa Siaga/Desa Sehat;

pcmbentdknn dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;

pengadaan dan pengelulal;n sanggar belajar, sanggar seni budaya,
fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
fasilitasi elenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TPA;
fasilitasi E::.t Kegiatan Belajar Masyarakat;

fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;

aan pendidikan di Desa;

penda

iswa Miskin
ngembangan seni dan budaya di Desa; /

-; M




|
y 3 pemant?aulan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan
dan anak |
y. menerbi surat keterangan miskin;
z. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;

penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan

Kescjahtcraan Sosial; |
cc. penanggupangan kemiskinan tingkat Desa;
dd. pcnetapm’:t penduduk miskin; dan
lain sesuai kr:humhan dan kondisi Desa.

b. pemban an dan pemeliharaan jembatan dan jalan Dcsa (rincian jenis
jalan disesuaikan dmg&n data dari PU);
pcmhan an dan pemeliharaan jalan usaha tani;
pembanglunan dan pemeliharaan embung Desa;
pembm;tgliman energi baru dan terbarukan (mikro hidro, biogas, dIlL);
fasilitasi }:remelma.raan sarana dan prasarana keagamaan;
pengelalaan pemakaman Desa dan petilasan;
pembax?gtim&n dan pemeliharaan sanitasi lingkungan,;
pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
pemban an dan pemeliharaan irigasi berskala Desa;
:ﬁmm dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
glhnan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) Desa;
. pcmba:;lglrman dan pemeliharaan taman Desa;
. pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD); |
o. pembangunan dan pcmehharaan serta pengelolaan saluran untuk
budidaya Ilpcnkanan dan peternakan;
p- pcngembqngan sarana dan prasarana produksi di Desa;
q. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni
(RTLH); |
r. faslhtasl pembangunan rumah karena bencana;
8. famhtam bangunan dn:n pengelolaan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK)
knmunal,

':'*;:.'".-:-:rqn B8 B o T e

BB

gan bencana tingkat Desa; dan
lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

. Pengembangan ekonomi lokal Desa:
a. pemhaﬂgt',man dan pengelolaan tambatan perahu;
b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
O pembmj;g\man dan pcngehlaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
d. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
e. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
f. pen bangan ekonomi lu'eatlf Desa;
g pembaﬁgmnan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan j

| (S
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|
|

.pembaf}gunan dan pengclulaan lumbung pangan dan penetapan

cadangan pangan Desa; |

pengembangan benih/bibit lokal Desa;

pengem ternak secara kolektif;

dan pengelolaan energi mandiri;

dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;

wisata Desa di luar rencana induk pengembangan

i pengembqngan sistern usaha produksi pertanian yang bertumpu pada

sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
fasilitasi ﬂ.emasamn produk Usaha Mikro Kecil;

geloiaan kelompok usaha ekonomi produktif;
fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
pengem gan I{elembagé.aan Peta.ni lokal;

. hutan Desa, kecuah hutan Desa mermhh fungsi khusus;
penghija dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit

kebun bibit Desa;

.pcngeni gan budidaya hutan sesuai potensi lokal Desa yang

berlokasi pada hutan rakyat/hutan Desa/wana wisata Desa; dan
kewenap lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

4. Pemanfaatan sumberdaya ainm dan lingkungan Desa:

S ER A0 T

J
k.
L

penshuﬂqﬂn

pembuatan terasering; |

pemehlﬂ;an' ) hutan bakau;

perlindt mata air; |

pembersihan daerah aliran sungai;

perlmdhnhan terumbu karang,

Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak

terhadap li gan hidup Desa;

Pengatljara*.n, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan
Desa; | | |

i pengelc@la%n pcrsampahaﬁi di tingkat Desa;

fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa;
melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan

m. Kewenan lain sesuai kcbutuhan dan kondisi Desa.

C. Bidang Pcml:unaan Kemasyarakatan
1. Membina | (e an, ketertiban, dan ketenteraman wilayah dan
masyarakit
2. Membina i;e a.n warga masyarakat Desa;

3.P¢mbinaﬂ_+ elompok keagamaan di Desa; %




|
|

4. Memehhara perdamaian, mena.ngam konflik dan melakukan mediasi di

6. Fasilitasi

Desa;

tsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga

5. Pengululaat lumpok—kclumi:ok bina keluarga;

berencana;

7. Fasilitasi I'.':e pilan produléuf bagi keluarga miskin;
8. Fasilitasi i: tuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga

miskin;

9. Pﬂnmgkatﬁn sumberdaya manus:a bidang olahraga;
10. Fasilitasi perqabma_sn organisasi dan kegiatan pemuda Desa;

-

Pen}rclenggarpan olahraga tingkat Desa; dan

12. Kewenangan lain sesuai kehutuhan dan kondisi Desa.

%

. Bidang Pem ayaan Masya:ahat

1.
2.

©® N

Pt i
-

Fengcmbang seni budaya lokal;

Pengorganisasian melalui pcmbenmkan dan fasilitasi lembaga
kemasy tan;

Fasilitasi lﬁelmmpnk k:lompt;ilg masyarakat melalui:

a. kelompok tam,

b. kelompok nelayan;

¢. kelompok seni budaya;

d. kelompok Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM); dan

e. kelompok masyarakat lain di Desa.

. Fasilitasi ?ﬂl'had&p kelnmpék»kclompuk rentan, kelompok masyarakat

miskin, p@refmpua.n, anak dan difabel;

. Fasilitasi fterhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat

miskin, p:i'e puan, anak dan difabel;

. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk

memberikan tuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
isi skinan secara partisipatif di Desa;
promosi keqnhatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat;
. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
. Peningkatan P&apasitas masyarakat melalui:

a. kader pemberdayaan ma t Desa;

b. kelompok usaha ekonomi produktif;

c. kelompok perempuan;

d. kelompok tani;

e. kelompok masyarakat rmakm

f. kclnmqu:k nelayan;

g. kelompok pengrajin; :

h. kelompok pemerhati dan ﬁgrlindu_ng&n anak;

i kclump{:)k pemuda;

j. kelompok peduli Orang Dmgan Gangguan Jiwa (ODGJ);

k. kelompok difabel, dan;
1 kelumppk lain sesuai kondisi Desa.

12, Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;

13.

Monitoring, evaluasi, dan pengendahan pembangunan Desa;

-=' i 16




Perlindunga
Pelaksan
Pengelolaan
Peningkatar
Fasilitasi
Kewenangar

1
|
[

i
i

peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan
Desa;

dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa;

dan fasilitasi forum anak desa;

. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
18,
19,
20.
21.
22.
23.

n korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;

43:1 pengarusutamaan gender;

pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga,
kapasitas pengelola wisata Desa;

bcla_.ku usaha pariwisata di Desa; dan

1 lain sesuai lcehutuhan dan kondisi Desa.

;_ BUPATI BO ,

DHOINAST ] |
RJA| PAR

L
/ H. TAFD
li :
i\

| )

|

|

|

|

|

| |

1 |

|

|

|

| |

|

|
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LAMPIRANII = : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR | |+ §§  TAHUN 2018
TANGGAL | | : 3 Decensten 2018
TENTANG | : DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL

! USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

|

|

| KEPALA DESA ........

| KABUPATEN BOMBANA
| |
|
|
|
|

PERATURAN DESA ......ccvvvveen.
NDMDE TAHUN .....
TENTANG
__ NANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANAGN LOKAL BERSKALA DESA

Dl;ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

| ! KEPALA DESA ..........,
Menimbang | ; a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan
P Bupati Bombana Nomor..... Tahun 2018 tentang Daftar

&l Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

' Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa

| tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

| Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat .t 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lemb7 Negara Republik

Indonesia Nomor 5495};/\57
|
| AT




Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturané- Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Repuhhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

. Peraturan Bupati Bombana Nomor ..... Tahun 2018

tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2018 Nomor .....
Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bombana
Nomor....).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA ... TENTANG KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA.

. BABI
KETENTUAN UMUM

| Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesm yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana
Indonesia

dimaksud dala.m Undang-Undang Dasar Negara Republik
1945. '

3. F&menntah aerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemenntah] Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi da%n

gas pembann._‘;an dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dengan pri:hsilp otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip/Negara

19
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10.

s

12.

13.

14.

(1)

|

!
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Bupati ndi]‘.t Bupati Bombana.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.,
Camat ada.:iah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
di WHayaﬁ kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
mempcmlc!l pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan. I
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya ?1scbut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pc*n&rmtahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan d1hormap dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. |
Pemerin Desa adalah penyelenggaman urusan pemerintahan dan
kepenungajl syarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Hﬂ blik Indonesia.
Pcmcrmtah; ﬁreaa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Badan Perm iIsyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD
adalah lembaga yang mclaks&nakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan| dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis,
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masy akat yang dlselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal
yang bemfat trategis. !
Pemben | Desa adalah m;dakan mengadakan desa baru dapat berupa
penggabun beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau
pcmckaran 1ian satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau
pembenh.nk?a.ni desa diluar desa yang telah ada.
Kewenangan ' Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi
kewenangan berdasarkan hakasal-usul, kewenangan lokal berskala desa,
kewenangap ang d;tugaaka.n oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah dar.rah serta kewenangan lain yang ditugaskan
oleh pemeﬁn,_ pcmenntah daerah provinsi, atau pemerintah daerah
sesuai dengan Ctinting peraturan perundang-undangan;
Kewenanga#l_ kal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur
dan men s kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan
oleh desajf. *atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang
muncul kz;rcTna perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

| | BABII
| MAKSUD DAN TUJUAN

i | Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi
Pemennta}% Desa dalam mengatur, mengurus, dan /ncnctapka.n.
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(2

(1)

(2

(1)

(2)

(3)

!
kewenangah berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desa. J 1
Tujuan -diéctnpkann}'a Peraturan Desa ini adalah agar pelaksanaan
kewenanagan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desa seaua§ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| |

| | BAB I
JENIS KEWENANGAN DESA

| | Pasal 3
Kewcnangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:
a. kewena:; berdasarkan hak asal usul;
b. kewenar:lg lokal berskala Desa;
Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, ai.'ﬂl{:l Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndangnundangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang+u.Tdangﬂn

. Pasal 4

Felaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal bers Desa aebaga.lmana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a
danhurufl% iatur dan diurus oleh Desa.

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan kewenangan
lain yang dl skan oleh Pemenntah Pemerintah Daerah Provinsi, atau

Pemennta.h._ rah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan
pner'i.!,r:mr.‘helurmg1 dngan aebngmmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diurus
oleh Desa. !

Penugasan acpagmmana dlmqksud pada ayat (2) disertai biaya.,

! I BAB IV
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

% | Pasal 5

Kewenangan D&Bﬂ: berdasarkan hak asal usul meliputi:

. BABV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

% | Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa mehputl

a.

bidang penjrclengg,‘araan pemepntahan Desa:

1
| i
|
|




b. bidang pelakaanaan pembangunan Desa:
LA (5 Flbi e - I
- SR m e O o0 :

3. dan settﬂrqsnya. |
c. bidang penihiraan kemasyarakatan Desa:

3 dan aet& isnya. |
d. bidang pemb&rda}raan masya:kat Desa:

3. dan setf?ru'sn}ra.

v
| PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

: . Pasal 7

(1) Kew:enangEJn Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Psal 5 dan Pasal 6 menjadi
dasar ba.gi esa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan
angggaran | melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah | Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
dan Angaraﬂ Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

(2) Ketentuan lrebl.h lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Desa
berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pad ayat (1) diatur
dengan Pemtﬁmn Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa,

(3) Ruang _lingiml;p pelaksanaan meliputi:

realisasi pelaksanaan;

tingkat pencapaian; |

sumber'gddrn jumlah anggaran yang digunakan;

sarana dan pra ; dan

permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

|
H
|
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. Pasal 8

Fenyelanggaraan Kewenangan iDesa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 6 dllaksqrm[lmn secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
pertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1 . Pasal 9

(1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang
ditetapkan ﬂaiam Peraturan Desa ini.

(2) Perubahan k%wenangan sebaga:mma dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara I
a. Mena.m kewenangan baru atau
b. Me can perubahan sebagian atau seluruh kewenangan

(3) Desa dapat melakukan perubahan kewenan selain kewenangan yang
ditetapkan ?&m Peraturan Desa ini. ’% f




(4) Perubahan kcwenangan scha?ga.imana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

c. Menam kewenangan baru; atau

d. Me can perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
(5) Perubahan 1 kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim

evaluasi kabupaten. |
(6) Perubahan !;:ew:na.ngan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

i
|

|
f i . Pasal 10
Kepala Desa ﬁeﬂapurkan penyelenggaraan kewenanagan Desa berdasarkan
hak asal usul 'dtin kewenangan lokal berskala Desa kepada Bupati melalui
Camat dengan| tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu
tahun atau sesuai kebutuhan.
| Pasal 11
(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
(2) Selain peé:ntriayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

| |
| . BABVII
g KETENTUAN PENUTUP
1 i |
|
{

! Pasal 12
Peraturan Desa ll'rl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap oran mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembran Desa................

|
| Ditetapkan di .....................
' pada tanggal ..........civnniniien
KEPALA DESA .........ccvonns ;
|
- Tanda Tangan dan Cap
I |
| | NAMA JELAS
Diundangkan di |. ....................
SEKRETARIS DESA ...........c.....
NAMA JELAS | |
LEMBARAN DESA ......c..cccoevnnn TAHUN.......... NOMOR .....
i
|
a_ 23




B. Format Berita Acara Hummlh Desa

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
i . TENTANG

HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
'USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

| :

Pada hari ini tanggal .. fets L1 T R i thun i , bertempat di
Balai Desa 'l ........... lah d:laksa.nakan Musyawarah Desa dalam rangka
mengkaji _' memilih kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Desa
................. r berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam
Peraturan {Btppau Bombana Nomor......... Tahun ........ tentang Daftar
Kewenangnan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa
sebagmmaqa ﬂafta: hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi R;lpa,t

)an kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan
kewenan lokal berskala Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa

viieresbredee berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam
Peraturdn Bupati Bombana Nomor......... Tahun ........ tentang Daftar
Kewen gan Berdasarkan Hak Asal Usul dan chcnangan Lokal
Be Desa dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan
kebutuh&n lokal di Desap

B. Kepun.}aarn Rapat

mncm:; chcnangan Dtsa berdasarkan hak asal usul Desa dan
kcwcnangan lokal berskala Desa yang dipilih dan akan dilaksanakan
oleh Dead ., adalah sebagai berikut:

1 Keiye gan berdasaﬂan hak asal usul, meliputi:
a. 51 tem organisasi pcrangkat Desa;

d dap seterusnya.
2. Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:

a. P:lqlang pen}rclcngaraan pemerintahan Desa:

FEBABAFEERER R EEER R li’
2 dan seterusnya.
b. b: pelaksam.an pembangunan Desa:

------------------------ ,

Q ‘dan seterusnya.
e b‘l lang pembmaan: kcmauyarakatan Desa:

l:l‘:n aetcmanya;
d. ?31 pemberdayaan masyrakat Desa:

F. dan setnrusnya




Penutljlp

chutl:f‘la n hasil musyaWarah Desa ini menjadi dasar bagi BPD dan
Peme Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa
ten ewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal Desa. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa dimaksud

akan dlﬂ:{ahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa, dan
d1temp1$kam menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Demﬂﬁ:im': Berita Acara 1n1 dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.
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